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PAMNTACITA

LEMBARAN DAERAH
PROPINS! DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAMHUN : 1986 4
Nomor : 4 SERIE “B" No. 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA AGEH
NOMOR : 2 TAHUN 1983

TENTANG

IZIN PENIMBUNAN DAN PENY IMPANAN -
BAHAN BAKAR MINYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang : .
a. bahwa berdasarkan Stbl. 1927 (Nomor 199 dan Nomor 200 (Petroljum
Opslag Ordonantie} telah dirobah dan ditambah terakhir dengan Sti,
- 1940 Nomor 252 dan 150, ditetapkan pejabat yang berwenang mengelu-
arkan izin penimbunan, dan penyimpanan bahan bakar mmyak adalah
Gubernur Kepala Daerah ;

b. bahwa dalam rangka menertibkan, membina dan mengkoordinasikan
kegiatari pengusaha yang bergerak dibidang penimbunan dan penyimpan-
an hahan bakar minyak di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu mene-
tapkan ketentuan-ketentuan tentang tata cara memperoleh izin ;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan
Daerah.

‘flengingat :

- 1. Undang-undang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemermtah~-
: "+ an di Daerah ;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956. Sritaiia 'embentukan"Pfin_n:




panan:dan memiliki-minyak tanahdanbahan-bahan cair sejenis itu-yang
“mudah menyala ; '
4. -Undang-undang Nomor 12 (drt} Tahun 1957 tentang Peraturan Umum
Retribusi Daerah ;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1989 tentang- Penertib-
an Pungutan Daerah

6. Instruksi Bersama Menteri Dalam  Negeri dan Menteri .Negara Pemba-

tentang Pemeliharaan Keserasian dalam penanggulangan masalah ling-
kungan hidup di Daerah dengan kebijaksanaan ditingkat nasional.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG
1ZIN PENIIVIBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHABAKAR MINYAK.

B AB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daeraknini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Aceh ;

c. BupatiMalikotamadya Kepala Daerah adalah BQpati/WaIikotamadya
© Kepala Daerah Tingkat 11 dalarm Propinsi Daerah Istimewa Aceh ; '

. d. bahan bakar minyak adalah benda cair yang bila dicampur dengan air
tidak bisa tercampur; bila dibiarkan maka akan terbentuk lapisan minyak
diatas lapisan air.

' Bahan bakar berbahaya adalah bahan bakar/benda cair yang pada keadaan

_barometer 760 melameter mulai pada suhu 22% derajat celcrus ata
: ! "lga kan asap/uap yang dapat menyata, sepem ba
jumeterh,’ awgas avture bensin. super; bef




d pasairini, namun baru menimbulkan asapfuap yang dapat menvyala

-pada suhu. diatasflebih dari 227% derajat celsius seperti minyak tanah
~-untuk lampu atawkompor,

tempat penimbunan adalah resunair bangunan atau kluis tanki dan lain-
lain dimana bahan bakar minyak disimpan,

tempat penyimpanan adalah Iapangan tempat pemmbunan bahan bakar
minyak untuk mana diperlukan izin.

tempat penimbunan dan penyimpanan bahah bakar minyak secara besar-
besaran adalah tempat- penimbunan dan penyimpanan dengan . jumlah
diatas 5000 liter (lima ribu liter) sampai dengan 10.000 {(sepuluh ribu}
fiter.

tempat penimbunan dan penyimpanan secara menengah adalah tempat
penimbtinan dan penyimpanan bahan bakar minyak dengan jumlah
diatas 3000 (tiga ribu) liter sampai dengan 5000 {lima ribu) liter,

tempat penimbunan dan penyimpanan secara Kecil-kecilan adalah tempat
penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak sampai dengan
3000 {tiga ribu) liter,

izin adalah izin penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak.

BAB I
KEWENANGAN PEMBERIAN I1ZIN

Pasal 2

Setiap kegiatan penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak dalam
Daerah harus mempunyai izin.

Pasal 3

. Izin diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah dan atau Bupati/Walikotamadya

Kepala Daerah, dengan ketentuan :

a.

- 3.000 (tiga ribu) liter, 1zin dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;

,Kepala Daerah setempat

Untuk penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak lebih darl

Untuk penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak sampai de
ngan 3,000 (tiga ribu) Iiter Izin dikeluarkan oleh Bupati/Walikotamady

Pasal 4 T .
ah ini dapat diberikan R



(1.

(2).

Perusahaan Daerah ;

Perusahaan dengan modal bersama. antara Daerah/PerusahaamvNegara di-
satu pihak dengan Daerah Tingkat | atau Daerah Tingkat |l atau Perusa-
haan Daerah dilain pihak ; .

‘Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan Negara atau

Daerah/Perusahaan Daerah disatu pihak dengan Badan atau per-orangan
Swasta berkewarganegaraan Asing di lain pihak ;

Koperasi;

Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan Indonesia dan berkedudukan di Indonesta dan mempunyai
Pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan
usaha dibidang penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta
mempunyai Kantor Cabang/Perwakilannya di Propinsi Daerah Istimewa
Aceh ;

Per-orangan yang berkewarganegaraan Indonesia.dan bertempat tinggal
di Indonesia ;

Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam
Negeri-(PMDN).

 BAB 1IN ,
CARA MEMPEROLEH 1ZIN

Pasal 5

Permohonan untuk'«mendapatkan lzin diajukan kepada Gubernur Kepala
Daerah dan atau. Bupati/Walikotamadya VKepala Daerah dengan memper-
hatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Tata cara-pengajuan permohonan Sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini, syarat-syarat, bentuk, isi dan sifat izin yang harus dipenuhi oleh
pemohon dlatur/datetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah

Pasai 6 -

}. Pemohonan izin yang digjukan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala.

Daerah, tembusan beserta dengan lampirannya harus dikirimkan kepada. :

| ubernur Kepaia Daerah, - . L

Sy




BAB Iv
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 7
(1}. Izin diberikan untuk jangka waktu 5 {lima) tahun dan dapat diperpan-
jeng kembali atas permohonan pemegang lzin yang harus diagjukan se-
lambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebetum berakhimya batas waktu yang
telah ditetapkan.

{2). Setiap adanya penambahan jumiah penimbunan dan penyimpanan atau
pemindahan lokasi, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetu-
Juan tertulis dari Gubernur Kepala Daerah dan atau Bupati/Walikotama-
dya Kepala Daerah setempat,

.BAB V
RETRIBUSI ATAS IZIN

Pasal 8

- Setiap pemegang Izin diwajibkan membayar retribusi vang ditetapkan sebagai
berikut :

a. Untuk penimbunan dan penyimpanaii\bshan bakar minyak secara besar-
besaran atau Stasion Pengisian~Bahan Bakar Minyak untuk Umum
(SPBU) sebesar Rp. 100,000, —{seratus ribu. rupiah) per-tahun ;

_b.  Untuk penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak secara mene-
ngah sebesar Hp_. 75000, (tujuh puiuh lima ribu rupiah) pertahun :

c. Untuk penimbunari«dan penyimpanan bahan bakar minyak secara kecil-
kecilan sebesar Rp, 25.000,— {dua puiuh lima ribu rupiah} per-tahun,
Pasal @

Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 harus dibayar dimuka sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh izin.

Pasal 10

{1). Tata cara pembayaran retribusi untuk tahun-tahun berikutnya akan dia-.
tur leblh lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepafa Daerah. :

: (2} Bila waub retribusi tldak memenuhi retribusi yang terhutang, dlkenak
denda sebesar 50% :

Pasaf

raturai;Daerah ini dapat

""etnbuSt d:maksud pasa! 8,9 dan 1



